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ABSTRAK

MUHAMMAD NAIM NIM 1603124, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus
Penipuan Melalui Restorative Justice di Polres Sidenreng Rappang

Dibimbing oleh Patahillah Asba selaku pembimbing | dan Bakhtiar Tijjang
selaku pembimbing Il Penilitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui
penerapan Restorative Justice pada Kasus Penipuan di Polres Sidenreng
Rappang dan untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan
Restorative Justice di Polres Sidenreng Rappang.

Penulis berkesimpulan. Karakteristik yang menonjol dari prinsip
restorative justicea adalah kejahatan ditempatkan sebagai gejala dari tindakan
sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan lebih
dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak
hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan
sebagai masalah negara dan hanya negara yang berhak menghukum, meskipun
sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi serta Penyelesaian
perkara tindak pidana penipuan melalui restorative justice di Polres Sidenreng
Rappang tidak menghapuskan tindak pidana karena perkara tersebut hanyalah
dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak ditemukannya bukti yang cukup.
Penghentian penyidikan ini dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian
Penyidikan yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
(SP3). SP3 tersebut sewaktu-waktu dapat dibuka kembali apabila diajukan pra-
peradilan oleh salah satu pihak sehingga dengan perintah putusan pengadilan,
penyidikan perkara tindak pidana penipuan yang dihentikan penyidikannya dapat
dibuka kembali penyidikannya. Selanjutnya Terdapat beberapa hambatan yang
menjadi kendala bagi Penyidik Satreskrim Polres Sidenreng Rappang dalam
menangani perkara tindak pidana penipuan menggunakan prinsip restorative
justice, yaitu adanya tuntutan dari keluarga korban yang dinilai terlalu besar,
sehingga pelaku tidak sanggup untuk mengabulkannya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum positif yang dianut negara Indonesia sebagai hasil
adopsi dari sistem hukum Eropa Kontinental (civillaw) yang berasal dari
daratan Eropa yang dibawa oleh kolonial Kerajaan Belanda, mulai
menghapus hukum yang ada dalam masyarakat. Pada hal pada saat
pemerintahan Kerajaan Belanda di daerah kolonial Hindia Belanda sendiri
yang sekarang adalah wilayah Republik Indonesia sangat menghargai hukum
yang ada dalam masyarakat.

HetHerzien Inlandsch Reglement(HIR) atau yang kita kenal sebagai
Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) sebagai pedoman hukum acara
untuk kaum pribumi (bumi putra) di Jawa dan Madura, dalam bab ketujuh
Pasal 84-99 mengenai pengadilan distrik dan pada bab kedelapan Pasal 100-
114 mengenai pengadilan kabupaten dan Rechtreglement Buiten Gewesten
(RBG) atau yang kita kenal sebagai reglemen daerah seberang sebagai
pedoman hukum acara pribumi (bumiputra) diluar Jawa dan Madura dalam
kedua kitab hukum acara ini pemerintah kolonial Kerajaan Belanda
menerapkan pengadilan-pengadilan awal sebelum Landraad (pengadilan
negeri sekarang) seperti Negorij Rechtbank (pengadilan desa) dan
Magistraat (dewan musyawarah desa), jika perkara-perkara tersebut tidak
dapat diselesaikan dalam kedua lembaga peradilan tersebut barulah berkas
tersebut dapat diajukan ke Landraad (pengadilan negeri sekarang) selain itu
adapula yang disebut dengan pengadilan swapraja dan pengadilan adat yang

diatur dalam Reglement op derechterlijke organisatieenhet beleid derjustitie



(peraturan organisasi kehakiman dan pengadilan tinggi) sendiri.

Upaya-upaya yang dipakai oleh pemerintah Kerajaan Belanda
menunjukan dan mengakui akan adanya hukum yang bertumbuh dan
berkembang dalam masyarakat seperti yang dikatakan oleh Frederick
Carlvon Savigny bahwa “Das rechtwach stal somit demvol kefort, bildet
sichausmit diesem, undstir btenlichab, sowie das volkseine eigen sthimlich
keitverliert. Dalam terjemahan “Hukum tumbuh dengan pertumbuhan rakyat
dan kuat dengan rakyat yang kuat, dan akhirnya mati ketika bangsa
kehilangan kekhasannya”, nationality atau yang diterjemahkan kekhasan
ialah jiwa bangsa (volksgeist) itu sendiri (Asba, P., Susastra, A. A., &
Mannan, K. 2022: 95-99).

Paham-paham lama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
yang selalu melandaskan pada suatu pegangan yang kaku seperti halnya
akan hukum harus tertulis dan memegang teguh sistem positivisme, di mana
manusia menjadi hamba dari hukum itu sendiri dengan tidak melihat asal
eksistensi dari pada hukum tersebut. Hal ini menunjukan akan suatu sistem
pidana baru yang diharapkan dapat mendatangkan suatu rasa keadilan
dalam masyarakat yang berkonflik itu sendiri.

Keadilan restoratif (restoratifjustice) adalah sebuah upaya atau
pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas
musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pemidanaan
adalah sebagai upaya hukum terakhir (ultimum remedium) dapat dihindari,
jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua
pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang

bersengketa.



Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan
kasus kejahatan yang bersifat privaat antara orang-orang (natuurlijke
personen) atau pun badan hukum (recht personen) yaitu dengan memberikan
keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang
penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang
terganggu karena peristiwa kejahatan.

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana
(dader) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan
hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif
menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung
dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta
masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu
keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka pemidanaan (ultimum
remedium) dapat dihindari. Hal ini menunjukan bahwa pelaku bukanlah objek
utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta
pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Sehingga
pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses
penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat
memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Telah
menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari
hukum publik. Dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak
dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat
penegak hukumnya menjadi dominan. Dalam hal mediasi adalah usaha-

usaha yang hanya diterapkan dalam perkara-perkara perdata sedangkan



dalam perkara pidana mediasi dianggap tidak bisa dan diharamkan dalam
hukum pidana Indonesia di mana melanggar positivisme yang dianut oleh
negara Indonesia.

Ketika rasa keadilan telah terpenuhi patutkah negara turut campur
tangan dalam konflik antara pihak-pihak yang bersengketa,dimana negara
sendiri hanya mementingkan urusan-urusannya, seperti dalam hal denda-
denda yang dijatuhkan masuk dalam kas negara, bukannya diberikan kepada
korban agar tertutupi serta mengobati konflik dalam masyarakat. Padahal
fungsi hukum itu sendiri dan yang paling utama selain kepastian hukum dan
kemanfaatan adalah keadilan. Ketika kedua pihak yang bersengketa
berdamai melalui proses mediasi penal yang merupakan proses keadilan
restoratif, menunjukan bahwa kedua pihak yang berkonflik telah menemukan
keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik
sosial dalam masyarakat.

Keadilan tumbuh dari sifat batiniah tadi bukannya dibuat-buat oleh
logika yang ada, menurut Hans Kelsen tujuan tersebut selalu bersandar pada
pertimbangan-pertimbangan nilai subjektif dan oleh itu bersandar pada
pertimbangan-pertimbangan relatif (Muhtamar, S., & Saputra, I. R. 2020: 70-
77).

Kebiasaan pola penyelesaian sengketa di Indonesia sepenuhnya
menjadi kewenangan pengadilan. Setiap ada sengketa, pengadilanlah yang
menentukan bagaimana keputusan atau penetapannya. Hal ini memang
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena semua
sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Indonesia menyiapkan Hukum

Acara dengan sangat ketat bahkan hukum formil itu dimasukkan ke dalam



hukum publik. Di samping itu juga dalam bidang hukum acara Perdata
disebutkan hakim atau pengadilan harus bersikappasif, hanya menunggu
keluhan dan tuntutan pihak yang berkepentingan sebab tanpa tuntutan,
pengadilan tidak dapat berbuat apapun. Disebutkan pula hakim cukup
menemukan kebenaran formal saja. Akan tetapi akhir-akhir ini telah muncul
pola penyelesaian, melalui tawar menawar penyelesaian, yang kadang kala
telah dirancang sebelum mereka bersengketa, yang disebut mediasi. Cara
seperti ini pula dapat mengurangi beban pengadilan, Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung (Syarifuddin, J. S., Karim, K., & Suardi, S. 2021: 70-76).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi
dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal”
(bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa
upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan
pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah
kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal”’ lebih menitik-beratkan pada
sifat  “preventive”  (pencegahan/penangkalan/pengendalian)  sebelum
kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena
tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan
preventif dalam arti luas.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu
bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat, melalui jalur
di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative
Dispute Resolution”; ada pula yang menyebutnya “Apropriate Dispute
Resolution”). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus

perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana (Sikri, M. S., Karim, K., & Syabhril,



M. A. F. (2022: 111-118).

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat
ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di
luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya
penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa
perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar
pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui
mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang ada di
dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah
adat dan lain sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar
pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering
terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai
(walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke
pengadilan sesuai hukum yang berlaku, Dalam perkembangan wacana
teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai
negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal
sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.
Meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan,
bahwa perbedaan antara hukum pidana danperdata tidak begitu besar dan
perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Ditinjau dari perundang-undangan yang ada, sebenarnya Indonesia
sudah memiliki peraturan vyaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta

aturan- aturan khusus seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang



Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak maupun dalam Undang- Undang No. 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Akan
tetapi hal ini tidak menjadi masalah tetapi pada upaya mediasi penal/pidana
tidak diatur dan tidak dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung
tentang Mediasi Nomor 1 Tahun 2008. Peradilan pidana sejatinya bertujuan
melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi diri korban
kejahatan, pelaku, maupun masyarakat secarake seluruhan.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation”, yang artinya
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah
atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya
dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Sehngga dengan
demikian mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi
oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan
merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga
ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas
untuk membantu pihak- pihak yang bertikai agar secara sukarela mau
mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam
sebuah persengketaan.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa yang
dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar
pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap
netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak
yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang

bersengketa.Penyelesaian sengketa melalui media tersebut diperlukan



seorang penengah yang dinamakan dengan mediator. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, mediator adalah pihak-pihak yang bersengketa.
Kemudian dalam menjalankan fungsinya tersebut, mediator tidak
mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa
tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan
solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak
pidana biasanya dikenal terhadap pelaku anak. Sistem peradilan pidana
khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa
depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip
restorative justice, definisi restorative justice itu sendiri tidak seragam, sebab
banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya.
Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep
restorative justice, seperti communitarian justice (keadilan komunitarian),
positive justice (keadilan positif), relational justice (keadilan relasional),
reparative justice (keadilan reparatif), dan community justice (keadilan
masyarakat)

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan
fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang No. 3
Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya
pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. Dalam peraturanini
diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan
diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses

hukum (Balla, H. 2022: 215-220.



Pendekatan restorative justicesebagai alternatif penyelesaian tindak
pidana telah diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum.
Hal ini dikarenakan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang
lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan
antara pelaku tindak pidana dengan korban.

Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada
pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan
kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan
seimbang, baik bagi pihak korban, maupun pelaku. Restorative justice
memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat
ini dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan
restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia
secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara
pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat
represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental
yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui
upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota
masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan
dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini
hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum
tersebut demi mewujudkan rasa keadilan dimasyarakat, Dalam mewujudkan
keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang
menjadi korban dalam perkara pidana, yaitu korban sesungguhnya harus

mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila



penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui restorative justice.

Sarwirini, Jurnal Yuridika, (Vol.29, 2014 : 383-384.)

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan
restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu
menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam
proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan
tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang
diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.

Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi
terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma- norma hukum. Para
pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-
hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan
adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk
menciptakan tegaknya aturan hukum.

Pendekatan restorative justice ini dapat diterapkan terhadap tindak
pidana penipuan dan penggelapan dengan pelaku selain anak, melainkan
setiap orang. Di Polres Sidenreng Rappang sering diterapkan dengan
proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian
berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan
pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan
pengaduan tersebut, penyidik Polres Sidenreng Rappang menindak
lanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis memandang perlu
untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “TINJAUAN
KRIMINOLOGI TEHADAP KASUS PENIPUAN MELALUI RESTORATIVE

JUSTICE DI POLRES SIDENRENG RAPPANG”



. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Restorative Justice pada kasus penipuan di Polres
Sidenreng Rappang ?

2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Restorative Justice
Polres Sidenreng Rappang?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Restorative Justice pada kasus penipuan
di Polres Sidenreng Rappang.

2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan
Restorative Justice di Polres Sidenreng Rappang.

. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penemuan konsep-

konsep hukum tentang penerapan Restorative Justice hususnya pada
kasus Penipuan dan Penggelapan .Penelitian ini juga diharapkan
mampu memberikan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan,
dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada

khususnya.



2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi berdasarkan
hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya menanggulangi

penerapan Restorative Justice khususnya pada kasus Penipuan.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A.Tinjauan Umum Tentang Kriminologi
1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari
tentang kejahatan,secara harfiah berasal dari kata "crimen” yang berarti
kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti iimu pengetahuan,
maka kriminologi dapat diartikan ilmu tentang kejahatan atau penjahat.
Topo santoso,& Eva Achjani Zulfa,( 2012: 9)

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki
gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau
kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan
yang berdasarkan pengalaman, Yang seperti ilmu pengetahuan
lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang
mencoba menyelidiki sebab - sebab dari gejala tersebut dengan
cara-cara yang ada padanya.

Pendefinisian kriminologi sebagai berikut: “Kriminologi adalah ilmu
pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan
pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun
sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan”. Dengan kata
lain disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari
tentang kejahatan dalamarti sempit, tetapi kriminologi merupakan
sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-
cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah
kemungkinan timbulnya kejahatan (Karim, K., Herman, B., & Syabhril, M.
A. F. 2021: 1-15).

Stephan Hurwitz, dalam . L. Moeljatno, ( 1986 : 6-7)

Bahwa Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang
kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang



tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kriminologi

terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab - sebab

kejahatan (Etiologyofcrime), tapi tidak terbatas pada bidang
tersebut saja, pula meliputi Phenomenology (ilmu tentang gejala-
gejalasosial).

Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial), Kriminologi
sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan
seluas-luasnya.

. Ruang Lingkup Kriminologi
Ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan
kriminologi terapan.
a. Ruang lingkup kriminologi murni melliputi:
1) Antropologi Kriminal
Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari
tingkah laku, karakter dari sifat dan cirri tubuhnya seperti apa,
juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan
kejahatan dan seterusnya.
2) Sosiologi Kriminal
Sosiologi  kriminal adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu
gejala sosial atau gejala masyarakat, untuk mengetahui sampai
dimana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.
Seperti apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk

kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan

perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak



berfungsi dalam mencegah kejahatan.
3) Psikologi Kriminal
lImu pengetauan ini mmperlajari dan meneliti kejahatan dari
sudut kejiwaannya. Apakah kejiwaannya melahirkan kejahatan
atau karena lingkungan atau sikap masarakat yang
mempengaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan.

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

lImu pengetahuan ini mempelajari dan menelitik kejahatan
dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Apakah sakit jiwa
atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa

yang timbul akibat akit jiwa atau urat syaraf.

5) Penologi

lImu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan
dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah
penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga
masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan
mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah
pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya
keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang

dilakukan.

a. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan Meliputi:

1) Hygiene Kriminal

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan,

maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-



2)

3)

undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan
hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata
untuk mencegah timbulnya kejaahataan serta sejauh mana
pemerintah memperhatikan hygiene warganya untuk
mencegah kejahatan.

Politik Kriminal

Pencurian dan penjambretan banyak dilakukan para
pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan
keteraampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan
program pendidikan ketrampilan kepada para
pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan
menyediakan pekerjaan serta penampungannya. Pengemis
pengamen dan PHK yang banyak terjadi pada pemerintah
dalam mewujudkan kesejahteraan warga dan rakyat.
Apakah program-program pemerintah yang menimbulkan
kejahatan.
Kriminalistik
Alam. A.S. (2010:4) Ilmu tentang penyelidikan teknik
kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. Untuk

mengungkap kejahatan, menerapkan teknik pengusulan
dan penyidikan secara scientific.

Dalam mengungkap kejahatan dengan menggunakan
scientificcriminlistic  antara lain  yaitu identifikasi.,
laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah
(DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, alat pembantu
keracunan kedokteran kehakiman, forensictoxicology, dan

lain-lain  scientificcriminalistic  lainnya sesuai dengan



perkembangan teknologi.
3. Objek kriminologi
Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat
dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat,
berikut penjelasan mengenai kejahatan, pelaku atau penjahat dan
reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.
a. Kejahatan

1) Kejahatan Menurut Hukum(yuridis)

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh
Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan
diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan
meneliti perbuatan- perbuatan yang oleh undang-undang
dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana).

Rusli Effendy, (1993:1) Kejahatan adalah delik hukum

(rechtdelicten) yaitu perbuatan- perbuatan yang

meskipun  tidak ditentukan dalam undang- undang

sebagai peristiwva pidana, tetapi dirasakan sebagai
perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi
pidana yang telah diatur dalam KUHP yang dinyatakan
didalamnya sebagai kejahatan.

J.E Sahetapy, (1979:100) Bahwa kejahatan

sebagaimana terhadap dalam perundang-undangan

adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang
dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat
dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau
patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan,

menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.

Dan ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang



2)

oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi
negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan

hukum sebagai upaya pamungkas.
Kejahatan Menurut Non Hukum atau Kejahatan

Menurut Sosiologis Kejahatan dalam sosiologis meliputi
segala tingkahlakumanusia, walaupun tidak atau bukan
ditentukan dalam undang- undang, karena pada hakikatnya
warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bawah

perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang
diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki
berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi
memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses
interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang
kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang
memang melakukan kejahatan.Abdussalam H.R, (2007:16)
Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh
besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat
amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-
kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan
perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik
kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan
kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang

pidana.



2. Pelaku atau Penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku
pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas
pelanggarannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah
narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan
karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa
nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan . Dalam mencari sebab-
sebab kejaahatan, kriminologi positive, dengan asumsi dasar bahwa
penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada
pada aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultural. Oleh karena
itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap
narapidana atau berkas narapidana, dengan cara mencarinya pada
ciri-ciri  biologiknya (determinis biologik) dan aspek kultural
(determinis kultural). Keberatan utama terhadap kriminologi positivis,
bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi
juga karena kejahatan konstruksi sosial.

Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan, Pelaku dan Korban
Kejahatan Dalam hal ini mempelajari dan meneliti serta membahas
pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbutan-
perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang
sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi
undang- undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa
menghasilkan apa yang disebut sebagai  kriminalisasi,

dekriminalisasi atau depenalisasi.



Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai
perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan
dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam
hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas
suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-
undang. Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan
kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan.
Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon
dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri”.

Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan
penjahat-penjahat “ulung”, agar rakyat tidak terganggu, ada
tindakan preventif agar para penjahat tidak meraja lela.

B. Tinjauan Umum tentang Penipuan
1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan,
terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni
menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang

penjelesannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ananda S, 2009 :
364) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan
atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan
maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu
(mengecoh).

Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam



penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan
penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan
sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang
yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan
atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau
kelompok.

. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi
hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan
dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu
definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu
perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan
pelakunya dapat dipidana. Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP
oleh Moeljatno (2007 : 133) sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
memakai hama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu;
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun
menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara
maksimum empat tahun tanpa alternatif denda.Jadi, delik penipuan
dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada
delik penggelapan ada alternatif denda.oleh karena itu, penuntut
umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair adalah

penggelapan.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang



terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R.
Sugandhi (1980 : 396-397) mengemukakan pengertian penipuan
bahwa :

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat,
rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu
dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada
hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat
bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita
sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas
tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu
muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang
merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.
Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah
menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi
sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan
kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang
yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan
menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak
diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan
kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan
sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat
tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak
dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan
dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan
terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku

penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan



penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan

penggelapan vyaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan

dalam KUHP diatur pada Buku Il tentang kejahatan terhadap harta
kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum
orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-
unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup
unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal
sebagai berikut:

1) Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan mengambil (dalam
kasus percurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki
atau mengklaim (dalam kasus penggelapan), menggerakkan
hati atau pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan
sebagainya;

2) Unsur benda atau barang;

3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni
harus merupakan milik orang lain;

4) Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan
perbuatan yang dilarang;

5) Unsur akibat konstitusi yang timbul setelah dilakukannya
perbuatan yang dilarang.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas;
a) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti
‘dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya

atau patut diduga olehnya” dan sebagainya;dan



b) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau
tertulis dalam perumusan Pasal maupun tidak.

Mengenai delik penipuan, KUHP mengaturnya secara luas
dan terperinci dalam Buku Il Bab XXV dari Pasal 378 s/d 395
KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak
pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Secara yuridis
delik penipuan memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

Unsur subyektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk
menipu orang lain yang dirumuskan dalam Pasal undang — undang
dengan kata — kata dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dan

Unsur objektif delik yang terdiri atas:

a. Unsur barang siapa;

b. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu

benda atau member hutang atau menghapuskan piutang;

c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan

memakai nama palsu/ martabat palsu/ sifat palsu/ tipu
muslihat/ rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang
sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan
harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan
meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut
telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur
subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks
pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian

kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah



mencakup makna willenenwites (menghendaki dan mengetahui),
maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar
telah:

a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum.

b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari
bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk
menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut
menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau
menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik)

c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk
menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu
benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang
kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu ,martabat
palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian

kebohongan.

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana
penipuan adalah merupakan delik formil — materil, maka secara
yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan
dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku
tersebut, haruslah benar- benar kausaliteit (berhubungan dan
disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak
sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh

karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya



tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan
sebagai kejahatan penipuan.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan
Dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam BAB XXV BUKU
Il. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang
dirumuskan dalam 20 Pasal, masing-masing Pasal mempunyai nama
khusus. Keseluruhan Pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan
sebutan bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrog atau
perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki
unsur-unsur pokok, yaitu :
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum.
Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari
pelaku, yakni pelakuhendak mendapatkan keuntungan.
Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan
hukum,pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud
belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus
ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga
pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi
tujuannya harus bersifat melawan hukum.
b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak
penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu,tipu
muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara



pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-

alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain

adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan
nama yang sebenarnya, mesikupun perbedaan tersebut sangat
kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama
dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat
dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan
sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan
kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu
kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan
perbuatan atau tindakan.

Martabat atau keadaan palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana
seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam
suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak
kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat
penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8
Maret 1926, bahwa (Bastian Bastari, 2011-40):

Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika Antara
berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang



sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi
kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal
balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah
merupakan suatu kebenaran”. Rangkaian kebohongan itu
harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan
suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar.
Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau
membenarkan kata orang lain.

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang,
atau memberi utang, atau menghapus utang.
Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat
penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh
Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25  Agustus 1923
(Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa:

Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara
upaya Yyang digunakan dengan penyerahan yang
dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi
sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang
belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang
ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut
menciptakan suatu situasiyang tepat untuk menyesatkan
seseorang Yyang hormal, sehingga orang tersebut
terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus
menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga
orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut
Moeljatno (2002 : 70) adalah sebagai berikut :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk
menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau
menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang
punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang
diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan
sendiri, tetapi juga kepunyaan oranglain.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya
sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu
ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan
orang yang menyerahkan barang itu.

3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan



untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan
tipudaya
b. Si penipu harus memperdaya sikorban dengan satu
akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.
Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di
atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan
tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378
KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378
KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut
dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.
C. Restorative Justice
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “adil” dalam
rumusan negatif yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak
sewenang-wenang. Keputusan yang adil berarti keputusan yang tidak berat
sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Dalam rumusan
yang positif, KBBI mendefinisikan “adil” berarti berpegang kepada yang
benar, berpegang pada kebenaran dan sepatutnya. Dari perspektif etika,
adil berarti memberikan kepada seseorang atau komunitas apa yang
menjadi hak orang atau komunitas itu. Keadilan adalah keadaan dimana
seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau
hak mereka.
Menurut Yoachim Agus Tridiatno,( 2015, 9) ada berbagai macam
keadilan, vyaitu keadilan atributif, keadilan komutatif, keadilan
distributif, keadilan kontributif, dan keadilan sosial. Keadilan atributif
adalah keadaan dimana seseorang mendapatkan apa yang melekat
pada dirinya sebagai atributnya.

Keadilan komutatif menyatakan bahwa tukar menukar barang dan

jasa harus mengikuti prinsip kesetaraan nilai dari barang dan jasa yang



ditukar. Keadilan distributif menyatakan bahwa keuntungan dan beban
organisasi, komunitas dan kelompok sosial harus dibagi secara
proporsional pada seluruh anggota organisasi, komunitas dan kelompok
sosial. Keadilan kontributif menyatakan bahwa anggota organisasi,
komunitas dan kelompok-kelompok sosial harus memberikan kontribusi
atau sumbangan bagi organisasi, komunitas dan kelompok-kelompok
sosial yang mereka ikuti. Prinsip keadilan sosial menuntut bahwa
kesejahteraan atau kekayaan suatu bangsa tidak hanya dinikmati oleh
sebagian individu, keluarga atau kelompok- kelompok tertentu. Prinsip
keadilan sosial berusaha menyeimbangkan sektor-sektor masyarakat
yang kuat dan yang lemah, daerah-daerah yang kaya dengan daerah-
daerah yang miskin. Disebutkan pula pelanggaran atas prinsip-prinsip
keadilan diatas adalah pengrusakan atas kehidupan bersama, bahkan
pengkhianatan atas martabat sosial manusia. Pelanggaran itu disebut
kejahatan. Oleh karena itu untuk mengganti biaya kerusakan dan
kehidupan bersama tersebut, diterapkanlah hukuman atau retribusi yaitu
biaya yang harus dibayar oleh mereka yang melanggar dan merusak
tatanan hidup bersama. ltulah yang disebut keadilan retributif atau
keadilan punitif sedangkan keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang
berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.
Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi
pelakukejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban,
pelaku kejahatan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa didalam
setiap tindakan kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita

sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai



pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya
dituntut  untuk  bertanggungjawab atas tindakannya. Dengan
bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan.
Masyarakat pun harus dipulihkan karena tindak kejahatan juga merusak
harmoni kehidupan didalam masyarakat.

Konsep restorative justice, proses penyelesaian tindakan
pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan
pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk
bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator
memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan
gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah
dilakukannya. Pihak pelaku yang memaparkan sangat mengharapkan
pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab
mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan
kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pihak pelaku juga
memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap
korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama
pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan
sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban
wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya
pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku.
Disamping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan
masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang
kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang

dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat



mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan
untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi
karena perbuatannya.

Dr.H.Ansori, SH, MH (2015: 47.)

Restorative Justice adalah peradilan restoratif atau penghukuman
yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman yang ditujukan
untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak
pidana sebelum peristiwva menimpa korban tindak pidana. Dalam
sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan restorative justice.

Dalam buku yang sama dikemukakan oleh Howard Zehr, salah satu
pelopor Keadilan Restoratif di tahun 1990-an) mengusulkan untuk
mengubah lensa. la mendorong pemulihan rusaknya kehidupan bersama
dan harkat martabat manusia oleh karena pelanggaran atau kejahatan
bukan dengan memberikan hukuman pada pelaku pelanggaran atau
kejahatan tetapi dengan memulihkan (restorasi) hubungan personal antara
korban dan pelakui pelanggaran atau kejahatan, serta memulihkan
keharmonisan kehidupan bersama. Di Indonesia, “Keadilan restoratif” mulai
banyak dibicarakan pada dasawarsa terakhir.

Paulus Hadisuprapto (2006:133) menyampaikan pidato pengukuhan
Guru Besar dengan judul Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak
Indonesia Masa Depan sebagaimana dikutip oleh Lushiana Primasari
(2010) dalam artikelnya yang mengaitkan keadilan restoratif dengan
pemenuhan hak asasi anak.

Rena Yulia Nuryani (2009:88 ) menulis tesis dengan judul Restoratif
Justice sebagai alternatif perlindungan hukum terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikutip oleh Dewa
Nyoman Nanta, dkk. Menegaskan keadilan restoratif dalam enam
“bukan” yaitu :
1. Keadilan restoratif bukanlah pertama-tama berarti memaafkan
dan rekonsiliasi.
2. Keadilan restoratif bukan sekedar mediasi.
3. Keadilan restoratif bukanlah dimaksudkan untuk memberikan
efek jera agar pelaku tidak mengulangi tindak kejahatan lagi.
4. Keadilan restoratif bukan program siap pakai dengan cetak
biru yang telah jadi.



5. Keadilan restoratif tidak hanya dapat diterapkan pada kasus-
kasus kecil atau kasus-kasus baru.

6. Keadilan restoratif juga bukan dimaksudkan untuk
menggantikan sistem hukum.

Bagir Manan dalam bukunya R.Wiyono memperingatkan bahwa
keadilan restoratif adalah terjemahan dari restorative justice
membingungkan karena ada kemungkinan misleading: mengira restorative
justice adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan
(attributive justice, distributive justice, social justice, dan lain-lain). Memang
restorative justice sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan
jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan
berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi,
restorative justice tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak
kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan. Bagir Manan dalam
R.Wiyono (2016: 38) .mengemukakan bahwa

restorative justice tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai

peradilan restoratif” karena konsep restorative justice adalah cara

menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan (out

of criminal judicial (prosedure)) atau sekurang- kurangnya tidak
sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.

Dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, dapat
diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut :

1. Restorative Justice tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan
“keadilan restoratif” atau “pengadilan restoratif”.

2. Restorative Justice bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti
berbagai ajaran keadilan.

3. Restorative Justice merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud
menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil

dan berimbang.



4. Restorative justice merupakan cara penyelesaian perbuatan (tindak)
pidana diluar proses peradilan atau sekurang-kurangnya sepenuhnya
mengikuti acara peradilan pidana.

5. Restorative justice tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum
pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi

dan sistem pemasyarakatan.

Menurut pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor .11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan keadilan restoratif adalah:

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Didalam Undang Undang Nomor.11 Tahun 2012 tersebut tidak ada
ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan
“keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum disebutkan Keadilan
restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang
terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi
masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala
sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan
masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan
menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Bagir Manan (2016: 40 ) mengemukakan secara koseptual
restorative justice berisi gagasan dan prinsip antara lain :

ad) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta

kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau

tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat
sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung



berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi
semua pihak (win winsolutions).

b) Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atau
peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau
kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung
jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah
dilakukannya.

€ Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai
suatu  bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai
pelanggaran oleh  seseorang (sekelompok saksi). Dengan
demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada
pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan
pertanggungjawaban hukum.

d) Mendorong menyelesaikan suatu peristiva atau tindak pidana
dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada
penyelesaian dengan cara-cara Yyang formal (kaku) dan
impersonal.

Prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yaitu pertama, keadilan
restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang
terkena dampak dari tindak kejahatan, vyaitu korban, pelaku dan
masyarakat. Dari kondisi tersebut, keadilan restoratif bercita-cita ingin
memulihkan ketiga pihak itu. Korban dipulihkan dari luka-luka fisik, luka
batin dan semua kerugian lainnya. Pelaku kejahatan dipulihkan
kehormatan dan martabatnya sebagai pribadi manusia. Tatanan hidup
bersama juga ingin dipulihkan. Disinilah keadilan restoratif tidak
memusatkan diri pada menghukum pelaku kejahatan tetapi memulihkan
semua pihak yang dirugikan oleh karena tindak kejahatan. Kedua,
berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi) diatas, keadilan restoratif
fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan dan
masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses
peradilan korban tindak kejahatan diabaikan karena tidak kejahatan

dimengerti sebagai tindakan yang melawan atau merugikan negara.

Peranan korban diambil alih oleh negara. Negara lah yang mempunyai



tanggungjawab menghukum pelaku tindak kejahatan sementara korban
tindak kejahatan tidak mendapatkan hak apa-apa. Hukuman yang
diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak bersangkut paut
dengan penderitaan korban. Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan
kewajiban dan tanggungjawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan.
Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban dan
masyarakat yaitu dengan mengakui bahwa dia bersalah dan memohon
maaf pada korban, juga mempunyai kewajiban untuk memulihkan
penderitaan fisik dan material, pelaku kejahatan juga harus
memgungkapkan pengakuan dan permintaan maafnya kepada masyarakat
atau orang yang dipercaya untuk mewakilinya. la juga harus memberikan
kompensasi untuk memperbaiki kerusakan vyang terjadi didalam
masyarakat yang diakibatkan oleh karena kejahatan yang telah
dilakukannya. Kewajiban korban untuk menerima pengakuan dari pelaku
kejahatan dan memaafkan pelaku kejahatan. Begitu pula masyarakat
diwajibkan untuk menerima pengakuan dari pelaku kejahatan dan
memaafkan pelaku kejahatan. Dengan demikian terjadilah rekonsiliasi dan
perdamaian kembali.

Eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian
perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan
masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman
peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan
kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima
konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan

sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau



rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis didalamnya, perhatian
peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.
Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak
dalam hubungan sosial daripada menghadapkan pelaku dengan aparat
pemerintah. Falsafah just peace principle diintegrasikan dengan the
process of meeting, discussing and actively participacing in the resolution
of the criminal matter. Integrasi pelaku disatu sisi dan korban, masyarakat
di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada
pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam kebijakan nasional ada Pancasila yang merupakan core
philosopy bangsa. Sebagai core philosopy Pancasila dengan begitu
merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia. Dalam
sila ke-4 Pancasila : “Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan atau
musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah
dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan
menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil
harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang
Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai
kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi
kepentingan bersama. Prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan
menjadi kata kunci dalam restorative justice, sehingga secara
ketatanegaraan restorative justice menemukan dasar pijakannya dalam

falsafah sila ke-4 Pancasila.



D. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia
1. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum
Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan.
Hal itu senada dengan yang diungkapkan Soerjono Soekanto
(Soekanto, 2002 : 13).bahwa :

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut
mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan
(sosial) merupakan  posisi tertentu  didalam  struktur
kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau
rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah,
yang isinya dalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-
hak dan kewajiban- kewajiban tadi merupakan peranan atau role

Berdasarkan pendapat diatas apabila dikaitkan dengan polisi,
maka sebagai aparat penegak hukum polisi didalam tugasnya selalu
memiliki kedudukan dan peranan. Hal tersebut seperti pendapat yang
dikemukakan oleh Utari (Utari, 1997: 99).bahwa:

Polisi sebagai aparat penegak hukum, dalam perspektif sosiologis,

selalu memiliki apa yang disebut dengan status dan role. Status

melahirkan role, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan
adanya hak-hak dan kewajian tertentu. Inilah yang disebut
wewenang. Kalau hak, merupakan wewenang untuk berbuat,

maka kewajiban merupakan beban atau tugas

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan didalam
perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi
yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Pasal 1
Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara
dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan



pelayanan kepada masyarakat

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, = menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian
Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan
peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Menegakkan hokum.

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan
Pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 16

Wewenang polisi, yaitu:

a. Melakuakan penangkapan, penahanan, penggeledahan,
danpenyitaan.

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyidikan.

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri.

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.
. Mengadakan penghentian penyidikan.

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam
keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau
menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik
pegawai negari sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.

Dalam kaitannya dengan undang-undang Kkepolisian tersebut,



maka tugas kewajiban polisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan
meningkatan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan:

1) Melaksanakan penindakan atau represif terhadap setiap
pelanggaran hukum.

2) Menjaga tegaknya hukum vyaitu agar tidak terjadi pelanggaran
hukum.

3) Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud
kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

b. Mengayomi, melindungi serta memberikan pelayanan kepada
masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

1) Melindungi masyarakat, pribadi, maupun harta
bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan atau

pengawalan.

2) Memberikan pelayanaan kepada masyarakat yang membutuhkan
bantuan kepolisian.

3) Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta
bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan
swakarsa.

c. Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang
terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat
dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

1) Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya

keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya



pembangunan.

2) Penerangan dan penyuluhan sistem keamanan swakarsa.

3) Dan lain-lain kegiatan yang bersifat mendorong masyarakat guna
terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari uraian-uraian tersebut, ditinjau dari segi tugas maka polisi
sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum khususnya
hukum pidana disamping menggunakan pendekatan-pendekatan
represif, pendekatan prefentif juga dijalankan hal itu bertujuan untuk
menjaga ketertiban dan penegakan hukum.

Tugas-tugas polisi preventif bersifat mencegah, mengatur atau
melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi
terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan didalam
masyarakat. Usaha-usaha yang dilakuakan polisi itu berupa kegiatan
patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat
dimana bila dikaitkan dengan undang-undang disebut dengan
pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas preventif

ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Tugas polisi represif lebih berorientasi pada penegakan hukum
pidana yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk
selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam KUHAP maupun peraturan
perundang-undangan lainnya.

. Letak Diskresi Pada Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum

Peran polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan

bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan polisi inilah

tujuan-tujuan hukum umtuk melindungi dan menciptakan keadaan yang



aman didalam masyarakat dapat diwujudkan. Hal ini seperti pendapat
yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 1991: 94).bahwa:

Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum didalam sistem
peradilan pidana maka kepolisian adalah yang paling menarik,
oleh karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia
sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat
sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah
hukum itu mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya didalam
hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan
ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan
kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan
menentukan apa itu yang secara konkret disebut sebagai
penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa
saja yang harus dilindungi dan seterusnya

Melalui tangan polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam
hukum bisa untuk di wujudkan menjadi nyata, tetapi justru oleh karena
sifat pekerjaanya yang demikian itulah, polisi banyak berhubungan
dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan
yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.

Perincian tugas-tugas polisi seperti yang tercantum dalam
undang-undang diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan
memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan
oleh polisi, tentunya pekerjaan tersebut hanya boleh dilaksanakan
dengan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari
pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini polisi oleh hukum ditugasi
untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum
yang berlaku di masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum ini berupa
kontrol terhadap kekuasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan

dimana tujuannya kepada pemeliharaan ketertibban dan untuk

memelihara keamanan. Begitu pula kewenangan polisi pada saat



melakukan penyidikan bahwa kewenangan untuk menggeledah,
menahan, memeriksa, menginterogasi tidak lepas dari pembatasan-
pembatasan yang demikian itu. Hal tersebut senada dengan yang
dikemukakan oleh Skolnick bahwa :
Sistem praktek-praktek pengambilan keputusan oleh polisi dalam
menghadapi keputusan tidak harus segera menimbulkan kesan
bahwa polisi melakukan tindakan tidak bisa diramalkan serta
tanpa pola sama sekali. Lebih tepat dipraktek-praktek tersebut
disebut sebagai tindakan yang dilakukan dengan latar belakang
peraturan-peraturan tertentu yang memang umum diketahui, tetapi
oleh polisi dikembangkan menjadi seperangkat norma-norma
informal atau ”prinsip-prinsip yang tersembunyi’ sebagai jawaban
terhadap peraturan-peraturan formal yang ada. Disinilah juga letak

dilema dari pekerjaan dan tugas kepolisian itu (Rahardjo,
1991:99).

Hukum itu hanya dapat mengatur dan menuntun kehidupan
bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat
terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan
terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh
karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem

pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Menurut Wilson dalam Faal (Faal, 1991: 67).bahwa :

Perkara-perkara yang didapatkan oleh petugas polisi sendiri,
kesempatan pemberian diskresi ternyata relatif lebih besar dari
pada yang didapatkan orang lain (yang menghendaki untuk
memprosesnya, terutama dalam perkara-perkara
(lawenforcement) demi menjaga hubungan baik antara
masyarakat dan polisi. Tetapi terbatas pada perkara-perkara
ringan, tidak membahayakan kepentingan umum

Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif polisi
pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara
penegakan hukum. Hal ini karenakan tugas-tugas polisi itu umumnya

adalah tugas-tugas preventif, tugas- tugas di lapangan atau tugas-tugas



umum polisi, yang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis
dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan
berikutnya kepada polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota
polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.

Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi
menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah
memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai
penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam
arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini
mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku
penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa
membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum
yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya
atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi.

Tindakan kepolisian yang berupa menindak (represif) yang
kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan
tindakan diskresi kepolisian aktif. Sedangkan keputusan kepolisian yang
berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolelir (mendiamkan) suatu

tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi kepolisian pasif.



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN
A.Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normative dan
penelitian empiris. Pada dasarnya jenis penelitian normatif dan empiris
digunakan dalam penelitian hukum sebagai bentuk riset hukum terapan
yang memandang tidak cukup satu jenis penelitian dalam memecahkan
suatu masalah. Penelitian ini biasa juga disebut dengan penelitian yang
mengkombinasikan antara penelitian dogmatik dan non-dogmatik,
penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal, atau penelitian law in books
dan law in action.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif-empiris
merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian
normatif dengan penelitian empiris. Dalam penelitian normatif-empiris yang
menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam
masyarakat. Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan
pendekatan sosial yaitu mengamati dan berinteraksi secara langsung
dengan pihak yang terkait dengan masalah penipuan secara bersama-
sama dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan

isu hukum yang ditangani.



C.Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait

denganpermasalahan yang akan dibahas, maka peneliti melakukan

penelitian di Kantor Polres Sidenreng Rappang

D. Jenis dan Sumber Data

1.

Data primer, yaitu data yang diperolah dari penelitian lapangan atau
informasi yang didapatkan langsung dilokasi penelitian melalui
kegiatan wawancara dengan pihak instansi terkait sehubungan
dengan objek penelitian serta ditambah dengan melakukan
inventarisasi dan dokumentasi segala dokumen-dokumen yang
dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam sebuah
penelitian.

Data sekunder, yaitu data pendukung untuk melengkapi data hukum
primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian
kepustakaan. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan,
baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan
institusi yang dikeluarkan, buku-buku bacaan, hasil-hasil penelitian
yang terdahulu, karya-karya ilmiah, jurnal terpublikasi, dan semua
informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan

yang diangkat dalam sebuah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1.

Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang ampuh untuk
mengungkapkan kenyataan serta bentuk komunikasi langsung antara

peneliti dan responden.



2. Dokumentasi, adalah teknik inventarisasi dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam suatu penelitian,
baik itu peraturan perundang-undangan, maupun keputusan-
keputusan institusi yang dikeluarkan. Dokumen disusun secara
sistematis dan selanjutnya digunakan dalam menganalisis
permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian.

F. Analisis Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang telah diperoleh,
baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini, kemudian
akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif, kemudian disajikan
secara deskriptif yang kemudian dikombinasikan secara preskriptif, yaitu
menganalisa hasil penelitian dengan memilih, menggolongkan, serta
menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan
permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang
jelas mengenai apa yang terjadi di lapangan sehingga sampai pada suatu

kesimpulan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Adapun penerapan restorative justice pada kasus penipuan di Polres
Sidenreng Rappang terdapat 3 tahapan yaitu tahapan pra restorative
justice, tahapan restorative justice dan tahapan pasca restorative justice
dimana, penyidik Satreskrim Polres Sidenreng Rappang bertindak
secara aktif untuk menyelesaikan tindak pidana penipuan. Penerapan
prinsip restorative justice yang dilakukan oleh Satreskrim Polres
Sidenreng Rappang bertujuan dalam rangka mempertimbangkan faktor
sosiologis baik bagi pelaku maupun korban, sehingga kedua belah pihak
masing-masing mendapatkan keadilan. Prinsip restorative justice pada
awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan
yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa.

2. Terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala bagi Penyidik
Satreskrim Polres Sidenreng Rappang dalam menangani perkara tindak
pidana penipuan menggunakan prinsip restorative justice, yaitu:

a. Adanya tuntutan dari keluarga korban yang dinilai terlalu besar,
sehingga pelaku tidak sanggup untuk mengabulkannya;
b. Waktu yang diperlukan untuk proses restorative justice relative
singkat yaitu2 (dua) bulan sejak penahanan; dan
c. Pelaku tindak pidana penipuan merupakan pelaku tindak pidana lain;
Sementara kendala lainnya adalah penyidik Satreskrim Polres
Sidenreng Rappang seringkali mengalami keraguraguan dalam

mengambil keputusan pada proses penyidikan, terutama apabila



pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya maupun masyarakat
ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau
perkaranya, hal ini disebabkan tidak adanya aturan/regulasi ataupun
payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk
mengakomodir hal tersebut, sehingga situasi ini menjadi hal yang

dilemati sebagai penyidik Polri di lapangan.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka adapun saran yang
dapat dijadikan rekomendasi dalam penelitian ini,yaitu:

1. Urgensi penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip
restorative justice mutlak dilakukan sehingga selain menghemat biaya
penyidikan, juga dapat terciptanya keadilan antara pelaku dan korban.
Terkait hal ini agar menjamin adanya keseragaman dalam penerapan
prinsip restorative justice dilingkungan Polri, maka diperlukan suatu
norma atau kaidah hukum untuk menjamin kesamaan tindakan penyidik
Polri dalam menerapkan konsep restorative justice pada penegakan
hukum pidana, dan memberikan legitimasi kepada Penyidik Polri agar
segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi restorative justice
untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal atau menyimpang dari
hukum acara yang berlaku. Dan kebijakan kriminal penyelesaian
perkara harus diubah bukan pembalasan perbuatan tetapi memulihkan
kerugian-kerugian yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang berperkara.

2. Dalam penerapan prinsip restorative justice, sebaiknya para penyidik
mempunyai Standar Operasional Prosedur, yang akan dijadikan

pedoman dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dengan



cara restorative justice. Sebaiknya aparat Penegak Hukum harus aktif
dalam mengusahakan restorative justice dalam perkara apapun.

Pelaksanaan hukum acara pidana tidak kaku.
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